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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif, tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis yang digunakan berdasarkan penguraian sehingga tidak mempergunakan rumus matematis maupun statistik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum menghambat penataan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai salah satu tujuan Reforma Agraria, dan pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum baru terhadap status hukum tanah absentee melebihi batas maksimum. Ada 2 (dua) jenis sarana perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh bekas pemilik tanah absentee melebihi batas tanah maksimum manakala negara belum memberikan ganti kerugian, yaitu  cara non litigasi dan cara litigasi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan redistribusi atas sisa tanah absentee melebihi batas maksimum seluas ± 98 Ha. terdiri dari faktor hukum dan faktor di luar hukum Solusi terhadap kendala terkait faktor hukum adalah pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang  No. 56 Prp Tahun 1960. Terkait faktor non hukum, solusinya: pertama, mengadakan ukur ulang di lapangan oleh Tim Penanganan Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kedua, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Karawang harus meningkatkan pengawasan terhadap tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum.  Ketiga,  institusi di bawah naungan Kementerian ATR/BPN tidak melakukan mutasi jabatan yang terlampau cepat. Keempat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus mengadakan penyuluhan hukum terkait masalah Reforma Agraria dan redistribusi tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum kepada masyarakat.  Kelima, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera menertibkan penerbitan  kohir/letter C/girik/SPPT. Keenam, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus segera menindaklanjuti Permohonan  Ganti Rugi  atas tanah absentee melebihi batas maksimum  yang diajukan oleh bekas pemilik.  Ketujuh, ada 3 (tiga) alternatif yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terkait keterbatasan dana,: pemberdayaan masyarakat dalam penanaman hutan bakau/mangrove, membangun Tempat Pelelangan Ikan melalui mekanisme pengadaan tanah,  Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atau Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang mencarikan investor yang berminat untuk menguasai/ memiliki dan mengelola tanah seluas ± 98,938 hektar melalui mekanisme ganti rugi kepada bekas pemilik atau membebankan ganti kerugian tersebut kepada pihak-pihak yang telah  menguasai tanah seluas ± 98,938 hektar  tanpa alas hak. 

Kata Kunci
:  Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum, Redistribusi tanah, dan

    Reforma Agraria
ABSTRACT

In accordance with the Agrarian Reform program, absentee lands exceeding the maximum limit are land reform objects that must be redistributed to the community. One of them is Customary Ownership of + 263 Ha owned by individuals located in Tanjungjaya Village and Sumberjaya Village, Tempuran District, Karawang Regency. Of the land area, the area is + 158, 174 Ha. has been redistributed and the compensation has been received by the former owner. The remaining area of ​​+98,898 has not yet been redistributed. This has an impact on the status of the land and its former owners. Based on this, the author aims to examine the implementation of absentee land redistribution exceeding the maximum limit in Sumberjaya Village and Tanjungjaya Village, Tempuran District, Karawang Regency, along with the constraints and solutions. 

The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, the research stage is carried out in two stages, namely library research and field studies, while the data analysis used is juridical qualitative, namely the analysis used is based on decomposition so that it does not use mathematical or statistical formulas. 

The results of the study indicate that the implementation of absentee land redistribution that has not been optimally exceeded the maximum limit hampers the arrangement of land tenure and ownership as one of the goals of Agrarian Reform, and in turn creates new legal uncertainty on the legal status of absentee land exceeding the maximum limit. There are 2 (two) types of repressive legal protection that can be taken by former absentee land owners exceeding the maximum land limit when the state has not provided compensation, namely non-litigation methods and litigation methods. The constraints in implementing the redistribution of the remaining absentee land exceed the maximum limit of ± 98 Ha. consists of legal factors and extra-legal factors. The solution to the obstacles related to legal factors is the submission of a judicial review to the Constitutional Court by parties who consider their constitutional rights and/or authorities to be impaired by the enactment of Law no. 56 Prp 1960. Regarding non-legal factors, the solution: first, conduct a field survey by the Land Case Handling Team, the Karawang Regency Land Office. Second, the Karawang Regency Agrarian Reform Task Force must increase supervision over absentee lands beyond the maximum limit. Third, institutions under the auspices of the Ministry of ATR/BPN do not transfer positions too quickly. Fourth, the Karawang Regency Land Office must provide legal counseling related to Agrarian Reform issues and redistribution of absentee lands beyond the maximum limit to the community. Fifth, the Land and Building Tax Service Office immediately regulates the issuance of kohir/letter C/girik/SPPT. Sixth, the Karawang Regency Land Office must immediately follow up on the application for compensation for absentee land exceeding the maximum limit proposed by the former owner. Seventh, there are 3 (three) alternatives that can be taken by the Regional Government of Karawang Regency related to limited funds,: community empowerment in planting mangroves/mangroves, building a Fish Auction Place through a land acquisition mechanism, the Regional Government of Karawang Regency or the Karawang Regency Land Office looking for investors. who are interested in controlling/owning and managing a land area of ​​± 98,938 hectares through a compensation mechanism to the former owner or charging compensation to parties who have controlled a land area of ​​± 98,938 hectares without any rights. 

Keywords: Absentee Land Exceeds Maximum Limit, Land Redistribution, and Agrarian Reform
Pendahuluan

Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tanah. Sebagai benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, tanah memiliki beberapa nilai yang menjadikannya berarti bagi manusia. Menurut pendapat Marihot P. Siahaan nilai tanah bagi manusia ditandai oleh lima ciri yang meliputi : adanya permintaan akan tanah (demand), adanya kegunaan tanah bagi pemiliknya (utility, tanah memiliki kelangkaan (scarcity), tanah dapat dipindahtangankan/ dialihkan (transferability), dan Tanah dapat dinilai dengan uang (valuable).

Di atas permukaan bumi yang disebut tanah dapat diberikan bermacam-macam hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: atas  dasar  hak  menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Pasal 4 ayat (1) UUPA memberikan pengertian bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum maupun tanah-tanah yang bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung dikuasai oleh negara.
Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti bagi eksistensi seseorang, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik karena penguasaan atas sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi. Berkenaan dengan hal tersebut, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan bahwa “demokrasi politik dapat berkembang lebih mudah di kalangan mereka yang di samping mempunyai pekerjaan juga mempunyai akses terhadap sumber daya tanah.” 

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan tanggal 23 September 1960, tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur baik larangan kepemilikan tanah absentee maupun batas maksimum pemilikan tanah pertanian yang statusnya hak milik adat. Sehingga tidaklah heran apabila di kalangan masyarakat Indonesia terdapat pemilikan tanah pertanian dengan hak milik adat  yang dimiliki orang di luar kecamatan tempat tinggalnya dan dimiliki dalam jumlah luas puluhan, bahkan ratusan hektar atau pemilikan yang sekaligus dicirikan oleh kedua kondisi tersebut. Akibatnya timbul ketimpangan dalam struktur pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya tanah pertanian. 
Ketimpangan dalam pemilikan tanahmjelas bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas di tangan sebagian petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil dan lain-lainnya).
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), larangan absentee dan pembatasan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah tidak hanya merupakan gagasan, melainkan sudah menjadi norma yang harus ditaati dan dijunjung tinggi. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah, UUPA menetapkan dalam beberapa pasal yang isinya berkenaan dengan Reforma Agraria. 
Reforma Agraria merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UUPA. Reforma Agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah.

Salah satu di antara program Reforma Agraria adalah Land Reform dalam arti yang sempit/terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju pemerataan kembali pemilikan tanah. Kepentingan tersebut dimuat dalam beberapa pasal dalam UUPA, yaitu Pasal-pasal  7, 10 dan 17. 
Pasal 7 menetapkan bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Pasal ini melarang adanya penguasaan tanah secara besar-besaran yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dari penjelasan Pasal 7 dapat diketahui bahwa pasal tersebut bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah bertumpuknya tanah di golongan-golongan dan orang-orang tertentu. Pasal tersebut menegaskan dilarangnya apa yang disebut “grond grond bezit”. Yang dilarang oleh Pasal 7 itu bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya dalam bentuk-bentuk lainnya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA dikemukakan bahwa “setiap pemilik hak atas tanah pertanian harus secara aktif mengerjakan tanahnya sendiri”. Ketentuan ini merupakan larangan penguasaan tanah secara absentee yang dimaksudkan untuk memperbanyak penggunaan tanah oleh pemiliknya dan peningkatan produksi bagi penduduk desa di mana tanah itu terletak karena pemiliknya tinggal di daerah tersebut. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, maka dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) menetapkan “dalam waktu singkat perlu diatur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum.” Kemudian, dalam ayat (3)-nya ditetapkan bahwa “tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut akan diambil alih oleh negara dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.”
Pada akhir tahun 1960, pemerintah memulai persiapan pelaksanaan Land Reform. Pasal 7, 10 dan 17 harus direalisasikan. Kemudian, pada pada  tanggal 24 September diterbitkan Undang-Undang Prp. No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur 3 (tiga) hal pokok, yaitu :
1. 
Penetapan luas maksimum tanah pertanian;

2. 
Penetapan luas minimum tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian, bagian yang sangat kecil;
3.
Pengaturan kembali gadai tanah pertanian. 
Pengaturan ini kemudian dikenal dengan Undang-Undang Land Reform yang mempunyai tujuan utama menaikkan tingkat kehidupan di antara petani di Indonesia.”  
 Tanah-tanah absentee yang luasnya melebihi batas maksimum akan diambil alih oleh pemerintah dengan diberikan ganti kerugian kepada bekas pemegang haknya untuk kemudian dibagikan kepada petani penggarap yang tidak mempunyai tanah sama sekali. Pemerintah berupaya untuk menyediakan tanah bagi para petani seluas batas minimum yang layak bagi petani tersebut untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Perihal pembagian tanah atau redistribusi tanah kepada para petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Pemerintah Indonesia telah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatur pemilikan dan penguasaan tanah melalui perangkat perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya pelaksanaan redistribusi tanah Land Reform tidaklah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kendatipun program redistribusi tanah menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, tidak sedikit jumlah tanah pertanian yang statusnya Hak Milik Adat dikuasai/ dimiliki secara absentee melebihi batas maksimum yang sudah selesai dilaksanakan. 
Dikemukakan oleh Syahyuti bahwa: “Sejauh ini, pelaksanaan redistribusi tanah sudah mencapai 882.000 Ha., atau 52 % dari jumlah keseluruhan tanah yang harus diredistribusi sehingga sampai saat ini masih tersisa 48%.”
 Di antara yang tersisa ini masih ada tanah-tanah pertanian dengan status Hak Milik Adat yang terkena dua ketentuan sekaligus, yaitu absentee dan larangan pemilikan tanah melebihi batas maksimum  seluas + 263,1120 hektar terletak di Desa Tanjungjaya dan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Tanah-tanah ini sudah diserahkan kepada negara oleh pemiliknya berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, Penyerahan, dan Pemberian Ganti Rugi Nomor A.753/VIII-52/1963. 
Tanah tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya kepada Panitya Land Reform Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dan seluas 158,174 Ha sudah diredistribusikan kepada 49 orang petani penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Agraria (SK KINAG) Propinsi Jawa Barat No. 149/VIII/A-52/64 tanggal 12 Desember 1964 seluas 158,174 hektar dan terdapat sisa tanah yang sampai saat ini belum diredistribusi seluas 98,938 hektar. Belum terlaksananya redistribusi atas tanah pertanian sisa seluas 98,938 hektar mempunyai konsekuensi baik terhadap kedudukan tanah itu sendiri, maupun terhadap perlindungan hukum bagi bekas pemiliknya.
Berdasarkan kenyataan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan  terkait dengan kepastian hukum tanah absentee melebihi batas maksimum dalam pelaksanaan redistribusi tanah dihubungkan dengan reforma agrarian. 

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk  mengetahui dan mengkaji kepastian hukum tanah absentee melebihi batas maksimum dalam pelaksanaan redistribusi tanah dihubungkan dengan reforma agraria. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum apabila tanahnya telah diserahkan kepada negara dan sampai saat ini belum mendapatkan ganti ruginya. Dan ketiga, untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan redistribusi atas sisa tanah absentee melebihi batas maksimum di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.
Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro “menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”.5
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu “penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.”6 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang kepastian hukum tanah absentee melebihi batas maksimum dalam pelaksanaan redistribusi tanah, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah absentee melebihi batas tanah maksimum apabila tanahnya telah diserahkan kepada negara dan sampai saat ini belum mendapatkan ganti ruginya dihubungkan dengan reforma agraria,  di mana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan, serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
Hasil dan Pembahasan

A. Kepastian Hukum Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dihubungkan Dengan Reforma Agraria

Pada dasarnya tujuan pembangunan hukum selaras berorientasi kepada tujuan hukum. Salah satu tujuan yang terpenting dalam kaitannya dengan pembangunan ini adalah kepastian hukum. 

Pada dasarnya, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis”. 7 Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang”. 8 Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 
“Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis”. 9 Teori kepastian hukum menurut Apeldorn:“Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apa pun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. 10
Tanah absentee melebihi batas maksimum adalah salah satu jenis tanah yang menjadi obyek landreform/ Reforma Agraria. Tanah tersebut pada dasarnya merupakan  istilah yang dalam praktik merupakan gabungan 2 (dua) konsep yaitu tanah absentee dan tanah melebihi batas maksimum. Tanah absentee adalah tanah yang dimiliki seseorang di luar kecamatan dimana pemiliknya tinggal. Sedangkan tanah melebihi batas maksimum adalah tanah yang dimiliki seseorang dengan luas yang melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 

Kepemilikan kedua jenis tanah tersebut dilarang oleh kentuan-ketentuan dalam Hukum Agraria Indonesia. Di awal terbitnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum diambil alih oleh negara kemudian diredistribusikan atau dibagi-bagikan kepada para petani dan bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian. Namun demikian, sampai saat ini masih ada tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum yang telah diambil alih oleh negara, hanya belum diredistribusikan kepada para petani dan pemiliknya belum diberikan ganti kerugian. Dalam perkembangannya kemudian, kepemilikan tanah-tanah absentee ini justru dibiarkan keberadaannya bahkan semakin marak di berbagai wilayah di Indonesia. Fenomena di atas  mempengaruhi kepastian hukum dari tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum tersebut. 

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam arti ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Apabila konsep kepastian hukum di atas dihubungkan dengan tanah absentee melebihi batas maksimum, maka yang dimaksud dengan kepastian hukum tanah absentee melebihi batas maksimum dimaknai, pertama adanya sejumlah ketentuan yang mengatur tanah absentee melebihi batas maksimum secara jelas dan logis. Kedua adanya sejumlah ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi individu yang dalam hal ini bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum dari kesewenangan pemerintah.

Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur tanah absentee melebihi batas maksimum yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok. Kelompok yang pertama, pengaturan mengenai tanah absentee, yang dijumpai dalam 5 (lima) ketentuan :

- 
UUPA, khususnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3). 

- 
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, khususnya ketentuan dalam Pasal 3 yang terdiri dari 6 (enam) ayat. 
- 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

- 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri pada intinya merupakan pengecualian terhadap larangan pemilikan tanah absentee. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

- 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman tidak lanjut Pelaksanaan Landreform di dalamnya mengatur mengenai tanah absentee, khususnya dalam Pasal 2. Disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 mengenai pengecualian terhadap larangan pemilikan tanah  melebihi batas maksimum berlaku mutatis mutandis untuk tanah-tanah pertanian yang absentee. Dengan kata lain, pedoman dalam penyelesaian tanah melebihi batas maksimum diberlakukan bagi penyelesaian pemilikan tanah secara absentee/guntai.

Kelompok yang kedua pengaturan mengenai  tanah melebihi batas maksimum yang terdapat dalam :

· UUPA, dalam Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA.
· Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. 
· Peraturan Pemerintah  No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 1 butir a, Pasal 2 dan Pasal 6. 
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom, dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (4). 
Kelompok yang ketiga pengaturan yang secara sekaligus terkait  tanah absentee maupun tanah melebihi ketentuan maksimum termuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal-pasal 6, 7, 8, 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.  

Segi lain dari kepastian hukum adalah  keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Hal tersebut tercermin dari adanya ketentuan yang membatasi perilaku atau tindakan pemerintah terhadap bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum yang tanahnya telah diserahkan kepada negara atau telah diambil alih oleh negara. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian bagi bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum yang tanahnya telah diambil oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUPA, Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah  Nomor 224 Tahun 1961.  Pemberian ganti kerugian ini merupakan perwujudan daripada asas yang terdapat dalam hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui adanya hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah dalam hukum tanah nasional dilindungi dari gangguan pihak lain tanpa alas hak yang sah, dalam segala bentuk (fisik maupun nonfisik). Demikian juga hak atas tanah seseorang tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, termasuk oleh penguasa. 

Kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dalam hal hukum tidak dijalankan, justru akan mengembalikan kondisi kepada ketidakpastian. 

Kepemilikan tanah absentee melebihi batas maksimum  merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria karena melanggar asas-asas yang selama ini melandasi reforma agraria di Indonesia. Setidaknya ada 4 (empat) asas yang dilanggar, yaitu :

1. 
Asas penghapusan tuan-tuan tanah besar. 

 2.
Asas pembatasan luas maksimum dan/atau minimum tanah. 

3.  Asas pemerasan orang oleh orang lain. 

4. 
Asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah miliknya. 

Terbitnya kepastian hukum tidak hanya ditunjukkan oleh adanya aturan/ pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat, tetapi harus ditunjukkan pula oleh pelaksanaannya. Adanya aturan  dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapatlah diperoleh informasi bahwa  tanah absentee melebihi batas maksimum yang menjadi objek penelitian peneliti adalah seluas + 263,112 Hektar. Dari luas tersebut  + 158,174 Hektar sudah dilaksanakan redistribusinya  kepada 49 (empat puluh sembilan) petani. Diawali dengan Surat Tanda Penerimaan, Penyerahan  dan Pemberian Ganti  Rugi atas Tanah Kelebihan Maksimum (STP 3) tanggal 22 Desember 1964, kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan berikut :
1. Penerbitan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat  atau lebih dikenal dengan (SKinag) No. 149/VIII?Insp/52/1964 tanggal 27 Desember 1964;

2. Redistribusi/ membagi-bagikan tanah seluas 158,174 Hektar kepada 49 orang petani penggarap;

3. Pengukuran tanah seluas 158,174 Hektar sekitar tahun 1980;

4. Gambar Situasi terbit pada bulan 23 Februari 1981;

5. Penerbitan Sertifikat 26 Februari 1981.

Selain tahapan redistribusi tanah, pelaksanan ganti rugi kepada bekas pemiliknyapun sudah dilaksanakan sebagian dengan tahapan :

1. Penerbitan Surat Keterangan Nomor 7/Pem.014/8 oleh Kepala Kantor Agraria Karawang atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang pada tanggal 28 September 1985;

2.
Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 61/Pdt/1985/PN.Krw tanggal 16 Januari 1986;

3.
Ganti rugi kepada bekas pemilik berbentuk 1 (satu) lembar cek dan 2 (lembar) Giro Order melalui Bank Ekspor Impor Indonesia.

Mencermati alur pelaksanaan mulai dari sejak awal pelaporan sampai dengan ganti rugi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ketentuan yang terkait dengan larangan memiliki tanah absentee melebihi batas maksimum sudah dilaksanakan, hanya saja belum optimal karena redistribusi tanah dan pemberian ganti kerugian baru dilaksanakan terhadap tanah selus 158,174 Hektar (62% dari luas tanah keseluruhan), sedangkan untuk sisanya seluas 98 Hektar belum dilaksanakan.  Kemudian, dilihat dari jangka waktu pelaksanaannya yang cukup lama di tahun 1986,  kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dari sejak tahun 1960 menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan sangat lamban.

Dalam perkembangannya, pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal/berdomisili di luar kecamatan letak tanah pertanian tersebut berada diberikan kemudahan  dengan menggunakan surat keterangan domisili.

Ada 2 (dua) program yang senantiasa dapat membantu mengatasi kepemilikan tanah absentee melebihi batas maksimum, yaitu program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk dan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang salah satu tujuannya antara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan bagi  pembiayaan pembangunan. Dengan kedua program ini semua pemilik harta benda termasuk benda tidak bergerak berupa tanah pertanian yang dimiliki secara absentee akan terpantau melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam kenyataannya Program Pengampunan Pajak ini pun tidak menjadikan pemilik tanah pertanian absentee melebihi batas maksimum menjadi jera. 

Selain kedua program di atas, pemilikan tanah pertanian absentee melebihi batas maksimum sebenarnya dapat terpantau dari keterangan yang diberikan oleh pemilik pada saat mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh status Hak Milik melalui proses konversi, apakah melalui penegasan konversi atau pengakuan hak. Dalam formulir yang disediakan terdapat kolom keterangan lainnya. Keterangan lainnya yang dimaksud adalah keterangan pemilikan tanah di luar bidang tanah yang sedang dimohon. Dan apabila ternyata kepemilikan tanah pertanian absentee melebihi batas maksimum itu terpantau, pihak  Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat akan memberikan formulir isian kepada pemohon dengan substansi yang pada intinya bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terbit sertifikat Hak Miliknya, kepada pemilik diwajibkan untuk mengalihkan Hak Milik tersebut kepada pihak lain yang tinggal di kecamatan tanah tersebut terletak, tetapi tidak ada sanksi jika kewajiban ini tidak dilaksanakan. 
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tanah absentee melebihi batas maksimum dihadapkan pada posisi yang tidak jelas dan tidak pasti karena meskipun di satu sisi semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban, larangan, sanksi bagi bekas pemilik sudah jelas diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri, tetapi semua ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Bahkan dengan tumbuh suburnya pemilikan tanah absentee melebihi batas maksimum menunjukkan bahwa keberadaan tanah-tanah tersebut dibiarkan oleh Pemerintah.  

Menurut hemat peneliti, adalah benar larangan pemilikan tanah absentee itu sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga  pengaturan mengenai larangan ini perlu ditinjau ulang. Demi suksesnya program Reforma Agraria khususnya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian kalau memang ketentuan tersebut sudah tidak efektif, tidak perlu dipertahankan atau diganti saja dengan ketentuan yang lebih sesuai dengan kenyataan perkembangan di masyarakat.  

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Absentee Melebihi Batas Tanah Maksimum yang Telah Diserahkan Kepada Negara Namun Belum Memperoleh Ganti Ruginya
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. 
Berkaitan dengan perlindungan kepentingan, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:“hukum hadir dalam masyarakat  adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. “ 11
Sementara itu, Paton mempertautkan antara kepentingan dengan hak seseorang:“ suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak. “ 12  
Terkait fungsi hukum untuk memberikan Perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa: “ hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya” 13
Adapun prinsip yang melandasi Perlindungan Hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah menurut Philipus M. Hadjon :“ bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan ekpada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.” 14 Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa 
perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian Hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 
Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.
Teori perlindungan hukum akan digunakan peneliti untuk menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum apabila tanahnya sudah diserahkan negara, namun ganti ruginya belum diperoleh. 
Ganti kerugian menjadi komponen yang paling esensial dalam proses redistribusi tanah-tanah objek landreform dan merupakan ciri utama pelaksanaan landreform di Indonesia karena hal tersebutlah yang menunjukkan tidak adanya penyitaan dalam politik pertanahan di Indonesia. 

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun oleh karena itu, terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Di Indonesia bentuk ganti kerugian yang ditetapkan harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut, melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan redistribusi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 221 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah  Nomor 41 tahun 1964, para pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum yang tanahnya diambil oleh negara dalam rangka landreform berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 ganti kerugian tersebut berbentuk uang yang nilainya didasarkan perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan klasnya. 
Ganti kerugian diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan sisanya dalam bentuk surat utang landreform. Surat utang landreform ini digunakan untuk keperluan pembangunan industri. Penukarannya dengan barang-barang modal dinilai dengan harga nominalnya, artinya harga yang tercantum dalam surat utang landreform tersebut. Penukaran surat utang landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat utang landreform itu dikeluarkan. Tiap tahunnya dikeluarkan sebagian jumlah nilai surat-utang-landreform, demikian rupa hingga semuanya akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Meskipun ada ketentuan yang jelas dan logis mengenai besarnya ganti rugi yang diterima oleh bekas pemilik. Namun, dalam pelaksanaannya mengingat situasi keuangan negara dan nuansa politis pada waktu itu sehingga dari jumlah yang seharusnya diterima oleh bekas pemilik tanah kelebihan maksimum diberikan berdasarkan perhitungan Pasal 6. 

Ketentuan mengenai besaran ganti kerugian ini mengalami perubahan sejalan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai sebagaimana dijelaskan dalam diktum pertamanya bahwa besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee/guntai dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961  dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar sampai ada ketentuan lebih lanjut.
Dari hasil penelitian yang dituangkan dalam Bab III dapat diketahui bahwa ganti rugi tanah absentee melebihi batas maksimum untuk seluas + 158,174 Hektar kepada bekas pemiliknya sudah dilaksanakan, sedangkan sisanya seluas + 98,938 Hektar sampai saat ini belum dilaksanakan. 

Prinsip perlindungan hukum rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).” Perlindungan yang bersifat pencegahan (prohibited), yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (sanction), yaitu penegakan peraturan. 

Bentuk perlindungan yang  pertama adalah  membuat  peraturan  yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, dan menjamin hak-hak para subyek hukum dihubungkan dengan tanah absentee melebihi batas maksimum. Bentuk tersebut sudah termuat  dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban negara dan jaminan negara terhadap hak-hak bekas pemilik tanah.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, ketentuan-ketentuan yang dimaksud termuat dalam Pasal 17 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah. Disatu sisi, pasal ini meletakkan hak kepada negara untuk mengambil alih tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum. Di sisi lain, meletakkan kewajiban kepada negara untuk membagikan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum kepada rakyat yang membutuhkan dan memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah  kelebihan dari batas maksimum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, hak dan kewajiban negara ditunjukkan oleh Pasal 2, Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 6. 

Bentuk perlindungan kedua bersifat hukuman (sanction), yaitu penegakan peraturan di antaranya Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Ketiadaan ketentuan yang mengatur sanksi bagi pemerintah apabila tidak melaksanakan kewajibannya melakukan redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum dan memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik merupakan sisi lemah dari hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. 

Dihubungkan dengan permasalahan tanah absentee melebihi batas maksimum, maka sarana perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran agar dapat melindungi hak bekas pemilik tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform melalui pengaturan dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam perundang-undangan kepada pemerintah dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah landreform. 

Sarana perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai tentang hak dan kewajiban baik negara terkait tanah absentee melebihi batas maksimum, pemberian ganti kerugian, dan bentuk kerugian, kesemua hal tersebut termuat dalam: 

1. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

2. 
Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, 

3.
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, 

5.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Absentee bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, dan
6. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman tidak lanjut Pelaksanaan Landreform.

7.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai.

Dalam ketentuan-ketentuan di atas tidak ada aturan yang memberikan sanksi kepada negara manakala kewajibannya tidak dipenuhi. 

Perlindungan hukum represif merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa dalam ruang lingkup land reform khususnya sengketa yang terjadi antara bekas pemilik dengan negara akibat tindakan negara yang melalaikan kewajibannya dalam hal:

· tidak menyerahkan bagian tanah yang menjadi hak bekas pemilik 

· tidak melaksanakan redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum;

· tidak memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum. 

Semua ketentuan yang termuat dalam peraturan-perundang-undangan berisi hak dan kewajiban negara terkait dengan tanah absentee melebihi batas maksimum merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang.  Sebagaimana ketentuan Pasal 1253 KUH Perdata perikatan yang lahir dari undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Oleh Pasal 1253 dirinci lagi bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum. 

Pelanggaran terhadap perikatan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa tunduk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Terkait masalah tanah absentee melebihi batas maksimum, makan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

1.
Adanya perbuatan pemerintah yang melanggar ketentuan. dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (50 dan Pasal 6  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 

2.
Adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini Pemerintah selaku organisasi penyelenggara negara yang terdiri dari orang-orang yang telah menempuh seleksi dalam rekruitmennya sudah diperkirakan adalah orang-orang yang dapat memprediksi akibat yang diderita bekas pemilik tanah apabila redistribusi tidak dilaksanakan, ganti kerugian tidak diberikan, dan bagian tanah yang menjadi haknya tidak diberikan. Selain itu, pemerintah terdiri dari orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

3. 
Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. 

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a) Kerugian materiil, pertama berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dengan merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai yang tentunya sudah tidak layak sehubungan perhitungan tersebut dilakukan 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu. Kedua, keuntungan yang diperoleh berupa hasil dari tanah tersebut apabila diusahakan oleh pemilik dengan empang atau sawah selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, apabila dialihkan melalui jual beli, disewakan kepada pihak lain yang memerlukan.

b)  Kerugian Idiil :


Pengambilalihan tanah bekas pemilik oleh negara seharusnya tidak mengakibatkan hilangnya kesenangan hidup yang semestinya didapatkan yaitu  pendapatan yang dihasilkan dari tanah-tanah yang semula menjadi miliknya. 

4. 
Ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita bekas pemilik tidak akan timbul atau terjadi jika pemerintah melaksanakan kewajibannya :

a) menyerahkan bagian tanah yang menjadi bekas pemilik, 

b) melaksanakan redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum 

c) memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik.

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini, bekas pemilik tanah dapat memperjuangkan ganti kerugian yang menjadi haknya melalui  upaya hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. 
C.
Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Redistribusi Atas Sisa Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum dan Solusinya mengatasinya
1. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Redistribusi atas Sisa Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum di Kabupaten Karawang

Dalam melaksanakan redistribusi atas tanah objek landreform/ objek Reforma Agraria (TORA) tidak luput dari kendala-kendala, seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan redistribusi atas sisa tanah Absentee melebihi batas maksimum seluas ± 98 Ha. di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah atas sisa tanah Absentee melebihi batas maksimum seluas ± 98 Ha. di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi hukum dan  faktor-faktor di luar hukum. Dari segi hukum dan peraturan yang ada, ketiadaan sanksi bagi negara cq pemerintah apabila kewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tidak dilaksanakan merupakan kelemahan dalam pengaturan terhadap  permasalahan redistribusi. 

Sedangkan dilihat dari faktor di luar hukum kendalanya adalah :

a. Masalah pelaksanaan pengukuran yang belum sempurna atas tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum yang diredistribusikan kepada para petani sehingga menghasilkan tumpang tindih lokasi antara tanah-tanah yang diredistribusi (+ 158,174 Hektar) dengan tanah-tanah yang belum diredistribusi (+ 98,938 Hektar).

b. 
Pihak pemerintah yang tidak melakukan pengawasan terhadap sisa tanah  yang sudah diserahkan oleh bekas pemilik kepada negara seluas + 98, 938 Hektar). 
c.
Mutasi jabatan 2 (dua) atau  (tiga) tahun sekali di lingkungan Kantor Pertanahan menyebabkan penanganan masalah menjadi mentah karena bergantinya pejabat tidak berarti bahwa penanganan masalah oleh pejabat berikutnya akan dilanjutkan kepada penyelesaian, bahkan justru kembali ke awal. 

d.
Timbulnya anggapan masyarakat bahwa tanah-tanah yang belum diredistribusi tersebut sebagai tanah tidak bertuan sehingga dapat digarap oleh mereka begitu saja
e.
Adanya oknum-oknum yang menghidupkan kembali kohir/letter C/girik atas nama pemilik tanah asal sebelum dibeli oleh bekas pemilik, kemudian merperjualbelikannya kepada pihak lain. 

f.
Pihak pemerintah cq Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang tidak segera menindaklanjuti  Permohonan  Ganti Rugi  atas tanah sisa yang belum diredistribusi,  
g.
Masalah ekonomi, yaitu keuangan negara yang terbatas, sementara uang ganti rugi yang harus dibayarkan kepada bekas pemilik tanah tidak sedikit. Ditambah dengan kondisi  saat ini dimana Indonesia dihadapkan kepada masalah Pandemic Covid-19 yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

2.
Solusi untuk Mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Redistribusi Atas Sisa Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum Hektar Di Kabupaten Karawang

Melihat kendala-kendala yang cukup kompleks, maka solusi untuk pelaksanaan redistribusi atas sisa tanah absentee melebihi batas maksimum seluas + 98.838 Hektar tidaklah sederhana. Sebagaimana diuraikan di atas, rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 26 (dua puluh enam) tahun mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan. 

Terhadap kendala terkait faktor hukum, solusinya adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terkait ketentuan mengenai sanksi bagi negara atau pemerintah apabila tidak melaksanakan kewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum.

Terkait faktor non hukum, solusinya adalah :

· diadakan pengecekan dan pengukuran ulang di lapangan oleh Tim Penanganan Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang bersama-sama bekas pemilik atau kuasa hukumnya.
· Pemerintah cq Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Karawang harus meningkatkan pengawasan terhadap tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum sebagai tanah-tanah obyek landreform/ Reforma Agraria agar tidak timbul anggapan di masyarakat bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan dan menutup kemungkinan bagi oknum-oknum tertentu melakukan traksaksi atas obyek tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum. 
· Institusi Kantor Pertanahan tidak melakukan mutasi jabatan yang terlampau cepat agar setiap permasalahan dapat ditangani dengan baik.

· Pemerintah cq Kantor pertanahan harus mengadakan sosialisasi terkait masalah Reforma Agraria khususnya terhadap tanah-tanah obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum kepada masyarakat untuk meminimalisir anggapan  bahwa tanah-tanah yang belum diredistribusi tersebut sebagai tanah tidak bertuan sehingga dapat digarap oleh mereka begitu saja. 

· Pemerintah cq Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera menertibkan penerbitan  kohir/letter C/girik/SPPT yang seringkali dijadikan alas hak untuk  memperjualbelikan tanah kepada pihak lain. 
· Pihak pemerintah cq Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus segera menindaklanjuti apabila ada  Permohonan  Ganti Rugi  atas tanah absentee melebihi batas maksimum  yang belum diredistribusi sehingga tidak terjadi kemandegan dalam pemberian ganti ruginya kepada bekas pemilik. 

· Solusi ketujuh terkait keterbatasan dana, ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.  Sebagaimana diketahui, kebijakan reforma agraria merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Prp Nomor 56 Tahun 1960 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tanah dan mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan suatu strategi untuk dapat menyejahterakan masyarakat di Indonesia. 
Dalam Peraturan Presiden  Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, salah satunya adalah pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria.
Program ini dapat dijadikan alternatif  pertama untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah kelebihan maksimum. Dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat penulis dan lokasi penelitian, maka pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberjaya dan Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dalam penanaman hutan bakau/ Mangrove. 

Di satu sisi, program ini bertujuan untuk menjaga, merawat dan melestarikan daerah pesisir. Hutan bakau/Mangrove adalah salah satu solusi terpenting untuk perubahan iklim dan perlindungan pantai. Mangrove atau hutan bakau juga sangat berguna untuk melindungi pantai dari erosi. Pohon bakau yang tumbuh di pantai dapat melindungi dataran dari gelombang langsung dan mencegah erosi tanah lebih lanjut, yang dapat menyebabkan banjir dan degradasi habitat tumbuhan dan hewan. Mangrove memiliki peranan penting, bukan hanya untuk mencegah abrasi tetapi jauh lebih dari itu, keberadaannya  sangat penting bagi habitat beberapa spesies burung, kepiting dan hewan-hewan laut. Dan apabila ditata lebih baik lagi dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi, hutan mangrove bisa menjadi kawasan wisata yang membuka  peluang  besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 
Untuk kepentingan penanaman Mangrove, Pemerintah dan instansi terkait tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu adanya sinergitas semua elemen masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi mangrove melalui program Corporate Social Responsibility. Program ini dapat dikoordinir oleh organisasi yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengelolaan  potensi hutan yang ada dengan baik dapat  memberikan nilai tambah masyarakat setempat sekaligus meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah. KPH di Kabupaten Karawang harus  melakukan penataan yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, tentunya ada penguatan ekonomi dari kawasan hutan ini.  

Semakin tinggi dan besar Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka hal ini memperlihatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan memiliki dana untuk menyelesaikan kewajiban  ganti rugi atas tanah absentee melebihi batas maksimum yang telah diserahkan kepada negara oleh bekas pemiliknya. 

Alternatif kedua agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi tanah absentee melebihi ketentuan maksimum adalah dengan membangun Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat di mana penjual dan pembeli ikan bertemu dan melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Lebih lanjut Tempat Pelelangan Ikan merupakan fasilitas fungsional di dalam pelabuhan perikanan yang berfungsi meningkatkan nilai ekonomis atau nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktivitas di pelabuhan. 

Pembangunan ini harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang cq Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan umum. 

Tempat Pelelangan Ikan dibangun di atas tanah absentee kelebihan maksimum yang diserahkan oleh pemiliknya kepada pemerintah. Status tanah tersebut jelas sudah menjadi tanah negara, hanya tanah negara ini merupakan tanah negara obyek landreform yang harus dibagikan kepada subyek penerima redistribusi. Namun demikian,  fakta yang terjadi sampai saat ini tanah tersebut  belum dibagikan/ diredistribusikan  kepada mesyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima redistribusi. Atas dasar pertimbangan bahwa tanah ini belum diredistribusi atau dibagikan kepada masyarakat, maka dilihat dari segi kemanfaatan, tidak ada salahnya apabila tanah absentee kelebihan maksimum ini dijadikan obyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pelabuhan. Dan pelabuhan ini adalah pelabuhan khusus untuk kegiatan usaha perikanan. 

Dengan mekanisme pengadaan tanah maka bekas pemilik tanah dapat memperoleh ganti kerugian dari pihak yang memerlukan tanah tersebut dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang cq. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Di samping itu, ada pihak lain yang diuntungkan dengan kegiatan ini yaitu nelayan.  

Tempat Pelelangan ikan dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi.  Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, tempat pelelangan ikan juga mendorong kesejahteraan nelayan. Nelayan sebagai produsen ikan akan memperoleh pendapatan yang adil jika perdagangan ikan dilakukan di tempat pelelangan. 

Alternatif ketiga, untuk mengatasi masalah ganti rugi kepada bekas pemilik, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atau Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat mencarikan investor yang berminat untuk menguasai/ memiliki dan mengelola tanah seluas ± 98,938 hektar melalui mekanisme ganti rugi kepada bekas pemilik atau membebankan ganti kerugian tersebut kepada pihak-pihak yang telah  menguasai tanah seluas ± 98,938 hektar  tanpa alas hak karena mereka dianggap telah memperoleh manfaat dan mengambil hasil dari tanah tersebut selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor jasa perijinan. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memperoleh pemasukan dari permohonan hak di atas tanah negara eks obyek redistribusi.  Bekas pemilik tanah memperoleh ganti rugi. Pihak swasta dapat mengelola tanah absentee melebihi batas maksimum dengan kegiatan usaha tertentu. Pengelolaan tanah oleh pihak swasta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar tanah absentee melebihi batas maksimum.

Kesimpulan

1. 
Belum optimalnya pelaksanaan redistribusi tanah absentee melebihi batas maksimum menghambat penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang menjadi salah satu tujuan Reforma Agraria, dan pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum baru terhadap status hukum tanah absentee melebihi batas maksimum.

2. 
Ada 2 (dua) jenis sarana perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh bekas pemilik tanah absentee melebihi batas tanah maksimum manakala negara belum memberikan ganti kerugian. Pertama dengan cara non litigasi, yaitu melakukan mediasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atas inisiatif bekas pemilik. Kedua, dengan cara litigasi yaitu mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia cq Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

3.
Kendala-kendala dalam pelaksanaan redistribusi atas sisa tanah absentee melebihi batas maksimum seluas ± 98 Ha. terdiri dari faktor hukum dan faktor di luar hukum seperti: teknis pengukuran yang belum sempurna, pemerintah yang kurang  responsif dalam menyelesaikan  permasalahan redistribusi dan pemberian ganti kerugian, tidak adanya pengawasan terhadap tanah-tanah obyek landreform/reforma agraria, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum, dan keadaan keuangan negara yang terbatas. Solusi terhadap kendala terkait faktor hukum adalah pengajuan  judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang  No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terkait ketentuan mengenai sanksi bagi negara atau pemerintah apabila tidak melaksanakan kewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee melebihi batas maksimum. Terkait faktor non hukum, solusinya: pertama, mengadakan pengecekan dan pengukuran ulang di lapangan oleh Tim Penanganan Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kedua, pemerintah cq Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Karawang harus meningkatkan pengawasan terhadap tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum.  Ketiga,  tidak melakukan mutasi jabatan yang terlampau cepat di lingkungan Kantor Pertanahan. Keempat,  pemerintah cq Kantor pertanahan harus mengadakan penyuluhan hukum terkait masalah Reforma Agraria atas tanah-tanah obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah-tanah absentee melebihi batas maksimum kepada masyarakat.  Kelima, pemerintah cq Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera menertibkan penerbitan  kohir/letter C/girik/SPPT yang seringkali dijadikan alas hak untuk  memperjualbelikan tanah kepada pihak lain. Keenam, pihak pemerintah cq Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang harus segera menindaklanjuti Permohonan  Ganti Rugi  atas tanah absentee melebihi batas maksimum  yang belum diredistribusi. Ketujuh terkait keterbatasan dana, ada 3 (tiga) alternatif yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang: pemberdayaan masyarakat dalam penanaman hutan bakau/ Mangrove, membangun Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI),  Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atau Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dapat mencarikan investor yang berminat untuk menguasai/ memiliki dan mengelola tanah seluas ± 98,938 hektar melalui mekanisme ganti rugi kepada bekas pemilik atau membebankan ganti kerugian tersebut kepada pihak-pihak yang telah  menguasai tanah seluas ± 98,938 hektar  tanpa alas hak. 
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